
 
 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  9  TAHUN  2003 

TENTANG 

WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN  

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan salah satu fungsi manajemen kepegawaian dan 

dalam upaya meningkatkan hubungan antara Pemerintah dengan Daerah 

Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, serta untuk mendorong peranan Pegawai 

Negeri Sipil sebagai salah satu unsur perekat dan pemersatu bangsa dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipandang perlu mengatur kembali 

ketentuan mengenai wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Pemerintah;  

  

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  

  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 

Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 

Lembaran Negara 3890);  

  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3839);  

  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 

72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);  

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran 

Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);  

 

 

MEMUTUSKAN ... 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WEWENANG 

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI 

NEGERI SIPIL.  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :  

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja 

pada Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga 

Kepresidenan, Kantor Menteri Negara Koordinator, Kantor Menteri Negara, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Pemerintah Non 

Departemen, Kesekretariatan      Lembaga  Tertinggi/Tinggi   Negara,  

Badan  Narkotika  Nasional, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin 

oleh Pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari 

Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Vertikal di 

Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau 

dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.  

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja 

pada Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota atau dipekerjakan di luar 

instansi induknya.  

3. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, 

Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian 

Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen,  Pimpinan   

Kesekretariatan  Lembaga  Tertinggi/ Tinggi Negara, Kepala Pelaksana 

Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga 

lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan 

bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.  

4. Pejabat ... 
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4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.  

5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah 

Bupati/Walikota.  

6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

7. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang 

melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada 

instansi yang menerima perbantuan.  

8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai 

Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian 

dan digunakan sebagai dasar penggajian.  

9. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji 

Pegawai Negeri Sipil.  

10. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam 

rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.  

11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 

jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka 

menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

BAB II 

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Pasal 2 

(1)  Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan :  

a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya; 

dan  

b. pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon 

Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya, kecuali yang tewas 

atau cacat karena dinas.  

(2) Pejabat ... 
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(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan 

wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di 

lingkungannya.  

 

Pasal 3 

(1)  Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau Kabupaten/ Kota 

menetapkan :  

a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya;  

b. pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon 

Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya, kecuali yang tewas 

atau cacat karena dinas.  

(2)  Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan 

wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di 

lingkungannya.  

 

Pasal 4 

(1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pengangkatan menjadi 

Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Calon 

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tewas atau cacat karena dinas.  

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan atau 

memberi kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.  

 

BAB III 

KENAIKAN PANGKAT 

Pasal  5 

(1)  Presiden menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan 

Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menjadi Pembina Utama Muda 

golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dan 

Pembina Utama golongan ruang IV/e setelah mendapat pertimbangan 

teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.  

(2)  Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara 

tertulis kepada Presiden, oleh :  

 

a. Pejabat ... 
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a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina 

Kepegawaian Daerah Propinsi; dan  

b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota melalui 

Gubernur.  

(3)  Pengajuan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam   ayat (2), 

tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.  

 

Pasal  6 

(1)  Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan kenaikan pangkat 

Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan 

di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b 

sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.  

(2)  Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan 

sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di 

lingkungannya.  

  

Pasal 7 

(1)  Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan kenaikan 

pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi dan Pegawai Negeri Sipil 

yang diperbantukan di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I 

golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang 

IV/b.  

(2)  Gubernur menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah 

Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di 

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk menjadi Pembina 

golongan ruang IV/a dan Pembina   Tingkat I golongan ruang IV/b.  

(3)  Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendele-gasikan 

sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di 

lingkungannya.  

 

 

 

 

Pasal 8 ... 


